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PERATURAN BUPATI BEKAS]

NOMOR 7° 01

TH NTANG

PI'?RUHFHP\N ATAS PERATURAN BUMNTI NOWKIR 74 TATHIN 2010 TENTANG
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SE RTA TATA KE RJA
| DINAS KOPERASI, USAHA KECH. DAN ME NENGAH

KABUPATIEN BIEKAS |

AR orrr

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

Mcninl}bemg : a. babwa dalam rangka lebih mengoptimalkan tugas pokok dan
| ingsi serla kewenangan Dinas Koperasi dan s aha Keeil dan
| Menengah Kabupaten Bekasi, maka Peraturan Bupati Nomor
| 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
' Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kabupaten Bekasi,
' periu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahann;

b. bahwa atas dasar pertimbangan schagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu menctapkan peraturan Bupati Bekasi
tentang  Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Koverasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi

Mengingal 1. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1950 tentang
| Penibentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Limgkungan
| Propinsi Jawa Barat {Berita Negara Tahun 1950);

N

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keunangan Antara Pemerintah Pusat dan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4533

0

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone.sia Nomor 4860},



0.

~1

9.

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 lenfang
Pemthentuikan  Peraturan Permndang-undangan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
2234);

Undang-Undang Nowmor 17 Tahun 2012 tentang
Perk operasian (Lemibaran Negara Tahun 2012 Nomor 219,
Fambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor
D3k

Undang -Undang Nopior 1 Tabun 2013 lentang  Lembaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5394);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 M tentang Adminis trasi
Pemierintah  (Lembaran  Negera Republik Indonesia Tahun
20K Nomor 424 Tambahan  Lemibaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494,

UndangUndang Nomor 7 Tabun 2014 tentang Perdagang an
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512};

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

1

1%,

L.

(&%)

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomior 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah {Lembaran Neg ara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 40. Tambahan
Leniaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404 };

Peraturan IPemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repuiblik Indonesia Nomaor 5670):

. Peraturan Mentert Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang  Pemibentukan  dan Sisunan Perangkat  Daerah
Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2016 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan [Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fung si Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha I ecil (i:m
Menengah  Kabupaten Bekasi (Berita  Dacrah Kabupaten
Bekasi Tahun 2016 Nomor 74.

MEMUTUSEKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 74
TAHUN 2016 TENTANG RKICDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS]
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPIERASI,
USAHA KECIL DAN MENICNGAH KABUPATEN BEKASI,

Pasal 1

Beberapa k ctentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74
Tahun 2016 (entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tala Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Mertengah Kabupaten Bek asi (Berita Daerah Kabupaten Belkasi
Tahun 2016 Nomor 74), diubah sebagai beriknt:

Ketentuan Pasal 2 avat (2} dirubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1} Dinas menyelenggarakan urusan  pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

(2}  Dalam menyelenggarakan urusan Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah sebagaimana dimaskud pada ayat (1),
Dinas mempunyal kewenangan:

a. izin usaha simpan pinjam, nieliputi
. merek omendasikan penerbilan izin usaha simpan
pinjan untuk koperasi dalam wilayah
keanggotaan dalam Dacrah kabupaten:
2. merckomendasikan pencrbitan  izin  pembukaan
k antor cabang pembantu dan kantor kas koperasi
dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah

kabupaten.
b pengawasan dan pemeriksaan, meliputi
k: pemeriksaan  dan  pengawasan  Koperasi  yang

wilavah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.



2. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinfam/unit  simpan  pinjam  koperasi vang,
wilavah keanggotaan dalam Daerah kabupaten,

& penilaian keschatan koperasi  sunpan pinjan
(KSP)/unit. simpan  pinjam  koperasi (USSP koperasi)
vang wilavah keanggotaan dalam Dacrah k abupaten;

d pendidik am - dan latihan pedcoperasian harf koperasi
yang wilavah keanggotaon dalam Daerah kabupaten;

@, pemberdayaan dan perlindungan  koperasi vang
k eang golaamya dalam Dacrah kabupaten;

I pemberdayvaan usaha mikro vang dilakukan melalui

pendaiaan, kemiiraan, k enttidahan nerinan.

penguatan kelembagaan dan koordinasi deng an para
pemangku k epentingan: dan

pengembangan  usaha  mikro  dengan  orientasi

peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil,

12

Ketentuan Pasal 3 avat {1} dirubah, sehingg a Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

asal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelak sana Urusan Pemerintahan di
bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

[’)) Ninasx r]ipuﬂpin oleh seorang Kenada Dinas vang berada ol
hawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mwelalul
Sckretaris Daerah.

Ketentuan Pasal 4 dirubah, sehingg a Pasal 4 berbunyi sebagai
herikut «

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menvelengoaral an  sebagian urus an  pemerintabhan vang
menjadi kewenangan Daerah di bidang koperasi dan usaha

kecl dan menengah.



4,

Ketentuan Pasal 5 dirubah, sehingga Pasal 5 berbunyi s ebagai
berikiit: |

Pasal 5

Dalam maeonyclen.ggarakan  tugas pokok  schagaim ana

dimalk sud Pasal 4 dinas mempunvai fungsi:

a. perumusan, pengkajian dan penvusunan kebijak.an
tekms dan regulasi di bidang lkoperasi dan usaha
mikro;

b.  pelak sanaan tugas operasional di bidang koperasi dan
usaha mikro sebagaimana dimak sud dalam Pasal 2

ayat (2):

c. menyelenggarakan teknis administratif ketatausahaan
dan arsip, hkepepawaian. lehumasan, pengelolaan
barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan
dinas;

d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis.
monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan
dinas;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang
koperasi dan usaha mikro; dan

B pelak sanaan tugas lain vang diberik an oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinva

Ketentuan Pasal 7 dirubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Organisasi Dinas terdiri dart:
a. Kepala Dinas
bh.  Seckretanal terdiri dari:
1. Sub Perencanaan dan Keuangan:
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
. Bidang Koperasi, terdin dari:
I. Scksi Pemberdayaan dan Pertindungan Koperasi;
7 Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan
3. Sek si Pendidik an dan Pelatihan Perkoperasian.
d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dart:
1. Seksi Pemberdayvaan Usaha Mikro;
2. Scksi Pengembangan dan Promosi Produk Usahsa
Mik1ra: dan
3. Seksi Pendidik an dan Pelatihan Kewirausahaan.



6.

3 Bidang Data, Fasilitasi Pembiavaan dan Pengawasan
terdiri dari:
1. Seksi Data dan  Informasi Koperasi dan  Usaha
Mikro;
2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan: dan
3. Seksi Peng awas an dan Pemeriksaan Koperasi,
i Unit Pelaksana Teknis Dimnas
g, Kelompok Jabatan [“ungsional.

Ketentuan Pasal 8 avat {1) dan ayat (2) hurat i, hurual j dan hurut
k dirubah serta diantara huruf i dan huruf j disisipkan 7 {tujuh)
hurul yaitu huruf il sampai dengan huruf i7, schingga Pasal 8
berbunvi sebagai bherikut:

(2}

Pasal 8

Kepala Dinas mempinyai tugas pokok membantiy Rupati
dalam menvelenggaralkan sebhagian urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah di
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayvat (1), Kepala Dinas mempunvai uraian tugas

sehagai berikut :

a. merumuskan dan mienetapkan rencana strategis dan
rencana kerja dinas;

b. memimpin pembahas an penyusunan dan pengusulan
rencana k cgialan  anggaran satuan kerja perangkat
daecrah  dan  rancangan dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas;

5. mengoordinasikan  dan menibahas  baban  rencana
kegiatan anggaran satuan Kena perangkat daerah dan
rancangan dokumien pelak sanaan anggaran  satuan
kerja perangkat daerah dinas dengan tim ang garan
pemerintah dacrah;

d. memimpin pembahasan pelaksanaan  kegiatan  vang
tertuiang  dalam  dokumen pelaksanaan  ang garan
satuan  kerja perangkat daerah dinas vang telah
disahk an;

E. mengoordinasikan dengan atasan dan/atau instansi
terkait, dalam hal pembahasan  pemaduan  dan
sinkronisasi kebijakan bidang Keoperasi, Usaha Kecil
dan Menengah yang mienjadi k ewenangan dacerah:

i menetapkan dan/atau mengusullkan pelun juk
operasional kehijakan bidang Koperasi, Usaha Keeil
dan Menengah vang menjadi kewenangan dacrah;

g menetapkan dan mengendalik an Standar Operasionsal
Prosedur penvelenggaraan  masing-masing  program
dan kegiatan di lingkungan Dinas;



h.

i6.

k.

miengendalikan, menibing, dan mengevaiuasi
pelaksanaan kegiatan adiministrafif k etatansahaan dan
arsip, kepegawaian, kehuniasan, pengelolaan barang
milik dacrah, serta pengelolaan keuangan:
merumnuskan  dan  mengendalikan  kebijalcan  teknis
pemermiah daerah dalam:

micrnumuskoan dan mengendalilkan  kebiiakan  (eknis
pemerintah daecrah dalani merekomendasik an
penerbitan izin pembuk aan kantor cabang pembantu
dan kanior kas koperasi dengan wilavah keang g otann
dalam Dacrah kabupaten;

mertmuskan  dan mengendalikan  kehijokan  teknis
pemerintah  daerah dalam pemerik saan dan
pengawasan koperasi vang wilayah keanggotaan dalam
Daerah kabupaten:

merumuskan  dan mengendalikan  k ebijakan  tek nis
nemeriniah daerah dalam pemeriksaan dan
pengawasan  koperasi  simpan  pinjam/unit  simpan
pinjam  koperasi yang wilayah keanggotaan dalam
Nacrah kabupaten;

meruntiskian  dan mengendalikan  kebijakan  teknis
pemerintah daerah dalam penilaian kesehatan
koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjan
koperasi (USP koperasi) vang wilavah keanggotaan
dalam Dacrah kabupaten;

merumuskan dan mengendalikan  kebijakan  teknis
pemerintah  daerah  dalam  pendidikan  dan  latihan
perkoperasian bagi k operasi yang wilayah kecanggotaan
dalam Daerah kabupaten;

merumusk an  dan  mengendalikan  kebijakan  feknis
pemerintah daerah  dalami pemberdayvaan  dan
perlindungan koperasi vang  keang g otannnva  dalam
Dacrah kabupaten;

merumuskan dan  mengendalik an  kebijakan  (ekitis
pemeriniah daerah dalam pemberdavaan usaha nikivo
vang dilakukan meclalui  pendataan, kemitraan,
kemuidahan  perijinan, penguatan kelembagaan  dan
koordinasi dengan para pemanglku kepentingan:
merumuskan dan mengendalikan  kebijakan teknis
pemeriniah daerah dalam pengembangan usaha mikro
dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi
nsaha keeil:

merumuskan dan mengendalikan kebijakan
penterintah dacrah dalam penvajian data koperasi dan
usaha  mikro  serta  penvelenggaraan i silitas
pemibiayaan;

mengencdalikan, membina, dan mengevaluasi
pelaksanaan k oordinasi dengan instansi terk an;



&

m. - mengendalikan  dan  mengesahkan penyvusimain
laporan keuang an Dinas unink disampaikan kepada
Bupati mwelalui  Sekretaris  Daerah sebhagai  bahan
pertanggungiawaban keuangan;

n. mengendalikan dan mengesahkan pensustnan
laporan akuntabilitas kiner ja Dinas unttils
disampaikan kepada Bipati melahi Sekretaris Daerah-

0. mengendalikan dan mengesahkan penvusunan bahan

laporan  Penyelenggaranan  Penmierintahan Daerah
tahunan dap akhir masa jabatan Bupati pada bidang
Koperasi, Usaha Kecll dan Meneng-alx;

mengendalikan dan meng esahkan penxusunan hahan

e

Laporan Keterangan Pertanggungjiawaban Bupati akhir
tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada
hidang Koperasi, Us aha Kecil dan Menengah:

q. mempelajari, memahami dan mclaksanakan peraturan
perindang-undangan vang berkaitan depean linglcun
fugas Dinas:

. membagi  tugas  dan  mendelegasikan  k ewenangan
kepada  bawahan  sesuai dengan  kelenfuan  vang
berjaku;

s menilai hasil kerja bawahan: dan

L melak sanakan tugas kedinasan lainnya vang diberik an

oleh Bupati.

Kelentuan Pasal 15 avat (1) dan ayat {3) dirubah, schingga Pasal
15 berbunvi sebagai berilat -

(1)

(2)

Pagal 15

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
mempunyat  tugas pokok merencanakan  opcerasional,
mengcloia, mengootrdinasik an, mengendaliican,
mengevaluasi dan melapork an bidang pemberdavaan dan
perlindungan koperasi, penilaian keschatan koperasi serta
pendidik an dan peiatiban perkoperasian.

Untuk melaksanak an tugas pokok sebagaimana dimalk sud

pada avat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

a. perencantaan  kegiatan  bidang  pemberdavaan  dan
perlindungan koperasi, penilaian kesehatan koperasi
serta pendidikan dan pelatihan perk operasian:

b. pelaksanaan  kegiatan bidang pemberdavaan  dan
perlindungan koperasi, penilaian kesehatan koperasi
serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian;

. pengendabhan,  cvaluasi  dan pelaporan bidang
pemberdavaan dan perlindungan koperasi, penilaian
keschatan koperasi serta pendidikan  dan  pelatihan
perkoperasian; dan

d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan Kepala Dinas.
sesuai bidang tugas dan [ungsinya.



2 <]+ NI ~ale P
(3} Dalam menyelenggaralkan tugas pokok dan fungsi Bidang
Koperasi. menhawahi: “

a Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Kelembagaan
Koperasi;

b, Seksi Penilainn Kesechatan Koperasi; dan

. Seksi Pendidik am dan Pelatihan Perkoperasian.

O gy - Py 3 1
Ketentuan Pasal 16 huruf a samipal dengan huruf d serta hwrat b

sampai dengan huruf 1 dirubah, sehingga Pasal 16 berbunvi
sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Koperasi dalam menyelenggarakan  tugas pokok dan
fungsi sebagaimana pada Pasal 15. mempunyai uraian tugas
sebagal berikut:

a. mengarahkan  dan mengendalikan  penvusunan  bahan
rencana sirategis dan rencana kerja bicdang;
b3 mengarahkan dan merumuskan  bahan pembahasan

rencana keglalan  anggaran  dan  dokumen pelaksanaan
ang garan bidang:

c.  mengarahkan dan mengendalikan  pengkajian  bahan
perimusan kebijakan teknis pemberdayaan dan
periindungan koperasi;

d. mengarahkan dan mengendalikan  perumusan  petunjuk
teknis pemberdavaan dan perlindungan koperasi,

c¢.  mengarahkan dan mengendalikan [asilitasi pengesahan akta
pendirian  perubaban anggaran dasar, pemibubaran., dan
amalgnmasi koperasi;

L mengarahkan dan  mengendalik an koordinasi  dengan
instansi/lembag a lainnva terkait pengesahan akia pendirian
perubahan auggaran dasar. pembubaran. dan amalgamasi
Koperasi, pembinaan kelembagaan Koperasi;

I8 mengarahkan dan mengendalikan peruniusan penilaian dan
klasifikasi pemeringkatan koperasi, penilaian  koperasi
herprestasi, tingkat keeschatan KSP/USP Koperasi;

. mengarahkan dan niengendalikan fasilitasi  penilajan
kesehatan KSP/USP Koperasi;
L mengarahkan dan mengendalikan  koordinasi  dengan

instansi/lembaga lamnya terkail penilaian  k eschatan
KSP/USP Koperasi:

I. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan
koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan
perkoperasian;

k. mengarahk an dan mengendsalikan pembinaan dan
knordinasi keg intan pendidikan (lam pelatihan

perkoperasiarn;

L mengarahk an dan mengendalikan monitoring evaluasi serta
pelaporan  kegiatan  pemberdavaan  dan  perlindungan
koperasi, penilaian kesechatan koperasi serta  pendidikan

pelatihan perk opernsian:



m.

1.

mengoordinasikan dan mengendalikan penvustunan bahan
laporan akontahilitas kinerja bidang;

mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan
Laporan Penvelenggaraan Pemeriniahan Daerah tahunan
dan akhir masa jabatan Bupaii pada Bidang;
mengoordinasikan dan mengendalikan perusunan bahan
awran  Keterang an Pertanggimgiawaban RBunati  akhir
tahun  anggaran dan ak hir masa jabalan Bupati pada
Bidang;

mempelajari, memahami  dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas;
mwemberikan saran dan pertimbang an ek nis nelak sanaan
tugas kepada atasan:

membagi tugas dan mendelegasik an kewenangan kepada
bawahan;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan
herdasarkan penibagian fip s

menilai hasil kerja bawahan:

melaporkan  hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberik an oleh
atasan

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal
17 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 17

Scksi Pemberdavaan dan Perlindungan Koperasi
menipunyai lugas pokok  merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan
pemberdavaan dan perlindungan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pok ok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pemberdayvaan dan Perlindungan
Koperasi mempunvai fungsi

a.  perencanaan k egiatan pemberdayaan dan
neriindimmgan koperasi;

b.  pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan
perlindungan koperasi;

c. penibagian  pelak sanaan  tugas pemberdavaan dan

perlindungan k operasi; dan
d. pelak sanaan tigas lain vang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 18 huruf ¢, huruf d dan huruf f, dirubah,

sehingga 1Pasal 18 berbunvi sebagai berikat :

Pasal 18

Seksi Pemiberdayvaan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menvusun  hahan penyusunan Rencana Slrategis dan

Rencana Kerja pnd:—l Seksi:
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b.

=

d.

Tt

p.

menyusun - bahan  pembahasan  penvusunan  Rencana
Kegiatan Angoaran dan Dokimie n Prlalcsangan Anggaran
pada Seksi;

menyviapkan data bahan perumusan  petunjuk teknis
kegiatan pemberdavaan dan perlindungan koperasi;
mengumpuatk-an. mengolali dan menganalisis data untul
penminsan keehijak an pemiberdsaan  dan perlindungan
k operasi;

mentasilitasi - pengesahan ak ta pendirian perubahan
angg aran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi:
melaks anakan  koordinasi  dengan  instansi /  lembaga
fainnva  terkait penocsaban alcin pendivian nembahan
anggaran das ar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi,
pemberdayaan dan perlindungan koperasi:

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain:

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja  pada
seksis

mengevaluasi  pelaksanaan g as dan  menginventarisasi
permasalabhan  lingkup  tugas  serla  mencari  alternatif
pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan  peratuwran
penundangundang an - yang  berkaitan  dengan  bickng
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberik an saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
membagi (ugas kiepada bawahan;

memberi petunjuk  kepada bawahan sesuai  dengan
pedoman dan k ctentuan vang berlakuy;

nmienilai hasil kerja bawahaun;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan; dan

melaksanakan gas kedinasan lainnva vang diberikan oleh
atasan.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1} dan ayat {2) dirubah, schingga Pasal

19 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 19

Scksi Penilaian Keschatan Koperasi mempunyair  tugas
pokok nierencanakan kegiatan, melak sanakan, membagi
fugas dan mengonirol kegiatan urusan seksi.

Unfuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diniaksud
pada ayat (1), Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
menpunyai fungsi

. perencanaan kegialan penilaian kesehatan koperasi;

b.  pelaksanaan kegiatan penilaian keschatan koperasi

. pembagian pelaksanaan tugas penilaian kesehatan
koperasi: dan

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinva.



12. Ketentuan Pasal 20 huruf ¢, huwruf d, hurul e dan huaraf f,
dirnbhah, sehingoa Pasal 20 berbunvi srhagai berilan -

Pasal 20

Jeksi Penilai ‘eselial: F -asi dipi i 4
%( khl. Penilaian Keschatan Koperasi dipimpin olch scorang Kepala
Seksi, mempunvai uraian tusas sebagai herik:

&l

b.

0

h.

menvusun bahan  penvusunan  Rencana Siralegis  dan
Rencana Kerja pada S eksi;

menvusun - bahan  pembahasan  penvusunan  Rencana
Kegiatan Anggaran dan Dokumien Pelaksanaan Anggaran
pada Seksi

menyiapkan data bahan perumusan penilaian kesehatan
KSP/USP Koperast;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penilaian
kesehatan KSP/USP Koperasi:

meltaksanakan kegitan pemilaian kesehatan KSP/Usp
Koperasi;

melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya
terkait penilaian keschatan KSP/USP Koperasi:
melaksanakan koordinasi dengan scksi lain;

menyiapkan  bahan  laporan  akuntablitas  kinerja  pada
scksi;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan  lingkup tugas serta mencari alternatif
peiecahannya,

nwmpr*laf}m'i, memahanii dan melaksanakan [erahran
perundang-undangan  vang berkaitan  dengan  bidang
fugasnya scbagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
membagi tugas kepada bawahan;

memberi petunjuk kepada bawahan sesuai  dengan
pedoman dan ketentuan vang berlaku;

mentlai hasil kerja bawahan;

menyusun laporan pelaksanaan lugas dan/atau kegialan
kepada atas an: dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh
atasan.

. Ketentuan Pasal 21 avat (1) dan ayat (2) dirubah, schingga Pasal

21 berbunvi sehagai herikud -

{1

Pasal 21

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian mempunvai
tugas pokok merencanak an  kegiatan, meclaksanak an,
membagi tugas dan mengomrol kegiatan urusan seksi.
Untuk melaksanak an tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pendidik an dan Pelatihan Perkoperasian
mempunvai fungst



) perencanaan kegiatan  pendidikan  dan pelatihan
perkoperasiang

b. pelaksanaan  kegialan  pendidikan  dan pelatihan
perk operasion,

. pembagian  pelaksanaan tugas  pendidik an dan
pelatthan perk operasian, dan
o nelaks anaan eas  lain ving diberitan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 22 hurul ¢, hural d, huruf ¢ dan huruf f.
dirubah, schingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut -

Pasal 22

Scksi Penilaian Kesehatan Koperasi dipimipin olch scorang Kepala

Seksi, memipunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menus un - bahan  penyusunan  Rencana Strategis  dan
R'encana Kerja pada Seksi:

1. menvusun - bahan  pembahasan  penvusunan  Rencana
kKegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
pada Seksi;

i, menviapk an  data bahan  perumusan, pembinaan  dan
koordinasi kegiatan nendidikan dan nelatihan
perkoperasian;

d.  mengumputk an, mengolah dan  menganalisis  data
koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan
perkoperasian;

e melaksanakan kegiatan pembinaan dan k oordinasi k egintan
pendidikan dan pelatihan perkoperasian;

I. melaksanakan monitoring evaluasi serta pelaporan kegiatan

pembinaan  dan  koordinasi  kegiatan  pendidikan  dan
pelatihan perkoperasian;

2 melaksanakan koordinasi denpgan seksi lain:

h.  menyiapkan bahan laporan ak untabilitas kinerja  pada
sek st

i. mengevaluasi  pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan  lingkup tugas serta mencari  alternatif
pemecahannvas

i mempelajari, memahami dan melaksanak an  peraturan
perundang-undangan vang berkaitan deng an  bidang
tugasnva sebagai pedoman dalami pelaksanaan tugas:

k. memberikan saran dan pertimbangan tek nis kepada atasan:

1. membagi tugas kepada bawahan;

m. memberi  petunjuk  kepada bawahan sesual  dengan
pedoman dan ketentuan vang berlaku;

. menilai hastl kerja bawahan;

0. menyusun laporan pelaks anaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan: dan

p.  melaksanak an (ugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh
atasan.



I5. Ketentuan Pasal 23 ava (1), avat (2) dan avat (3) dirubal.
sehing ga Pasal 23 berbunvi schagai herilut -

16,

(1)

@)

Pasal 23

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimipin oleh
seorang  Kepala Didang  dan mempunyai  tmgas pokok
merencanakan  operasional, mengeiola, mengoordinasikan,
mengendatik an, mengevaluasi  dan mielaporkan  bidang
meliputi pemberdavaan usaha mikro. pengembangan dan
promosi  produk  usaha nikio  serta pendidikan  dan
pelalthan kewirausahaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimana dimaksud

pada aval (1}, Bidang Usaha Mikro. Kecil dan Meneng ah

mempunvai fungsi

a. perencanaan  Kegiatan pemberdavaan usaha mikro,
pengembangan dan promosi produk usaha mikro serta
pendidikan dan pelatihan kewirausahaan:

53 pelaksanaan  kegiatan pemberdavaan usaha  mikro,
pengembangan dan promosi produk usaha mikro serta
pendidikan dan pelatihan kewiraus ahaan;

¢.  pengendalian,  evaluasi  dan  pelaporan  k egiatan
pemberdavaan  usaha  nikro, pengembangan dan
promosi produk usalla mikro serla pendidik an  dan
pelatihan kewirausahaan; dan

d. pelaksanaan tugas lain vang dibertkan Kepala Dinas,
sesnai bidang fugas dan fung sinva.

Dalam menyeclenggarakan tugas pokok dan lungsi Ridang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membaw ahi:

a. Scksi Pemberdavaan Usaha Mikio;

b.  Seksi Pengembangan dan Promosi Produk Usaha
Mikro; dan

i Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.

Ketentuan Pasal 24 bhuruf a sampai dengan huruf | dirubah,
schingg a Pasal 24 berbunvi sebagai berikut ;

Pasal 24

Bidang  Usaha Mikro, Kecll  dan Menengah dalam
menvelenggarak an ugas pokok dan fungsi scbagaimana pada
Pasal 15, mempunvai uraian tugas scbagai berikut:

a.

1

mengarahkan dan  mengendalik an penvasunan  bahan
rencana stialegis dan rencana kerja bidang:

mengarabkan dan merumuskan bahan pembahasan
rencana  kegiatan anggaran dan  dokumen pelaksanaan
ang_garan bidang:

mengarahkan dan mengendalik an  pengkapan  bahan
perumusan  kebijak an tcknis pemiberdayvaan usaha mikro
nelalui  pendataan, kenitraan  kemudahan  perijinan,
penguatan kelembagaan dan  koowdinasi  dengan  para

PI‘I'I'IFIHE}\'] 1 kt‘ET(’l'lfin{’_ﬂﬂ;



d.

m.

G-

mengarahk an dan mengendalikan penyusunan  petunjuk
teknis  kepiatan pemberdavasn . usaha mikiro naelaloi
pendataan,  kemitraan  kemudahan perijinan, penguoatan
kelembagaan dan  koordinasi dengan  para pemangku
lkepentingan;

=

mengarahk an - dan  meng endalikan  koordinasi dengan
mstansi/lembaga  Tainnva  terkait penyvusunan gwllmflnk
teknis  kegiatan  pemberdavaan  usaba  mikmo IH(‘I;IIILII'
pendataan, kemitraan  k emudahan perijinan, penguatan
kelembagaan dan & vordinasi dengan para  pemangku
kepentingan;

mengarabkan dan mieng endalikan monitoring dan cvaluasi
serta pelaporan  kegatan  penvusunan  petunjuk  tekis
kegiatan pemberdavaan usaha mikro melalui pendataan,
kentitraan k emudahan perijinan, penguatan kelembagaan
dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
mengarabkan  dan mengendaiikan  bimbingan  feknis
perdagangan barang/jas a bidang klaster /seatra, kerajinan,
ancka produk dan usaha, pasar tradisional dalam rangka
pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan
skala usaha menjadi usaha kecil:

mengarahkan  dan meng endalik an koordinasi dengan
mstansi/lembaga lainnva  terkait bimbingan  leknis
perdagangan barang/jasa bidang klaster/sentra, kerajinan,
ancka produk dan usaha, pasar tradisional dalami rangk ¢
pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan
skala usaha menjadi usaha kecil:

mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan
koordinasi kegiatan pendidik an dan pelatihan
kewirausahaan;

meng ardhkan dan mengendalikan monitoring evaluasi serta
nelaporan kegialan pembinaan  dan koordinasi kegiatan
pendidikan dan pelatihan kewirausahaan:

mengoordinasik an dan mengendalikan penvusunan bahan
taporan akuntabilitas kinerja bidang;

mengoordinastk an dan mengendalikan penyusunan bahan
Laparan Penvelenggaraan Pemeriniahan Daerah  tahunan
dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang:
mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan
Laporan Keterangan  Pefanggungjawaban  Dupati  akhir
tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada
Rirlang;

mempelajari, memahami  dan  melaksanakan  peraturan
perundang-undangan terk ait pelaksanaan tug as,
memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan
tugas kepada alasan;

menthapgi mgas dan mendelepgasikan kewenangan kepada
bawahan;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan
berdasarkan pembagian tugas:



menilai hasil kerja bawahan:

. miclaporkan  hasil pelaksanaan e as dan/atan kegiatan
i ; & -
kepada atasan; dan

melaksanakan tugas k cdinasan lainnya vang diberikan oleh
atasan.

17. Ketentuan Pasal 25 aval {1) dan ayat (2) dirubah. sehingga Pasal

25 herhnnyi sebagai berikut -

Pasal 25

(1) Secksi Pemberdayann Usaha Mikro mempunyai fugas polk ok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
niengonrol urusan scksi.

(2)  Untuk mieclaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Seksi Pemberdayaan Usaha Mikio n1empunyai

fungsi:

4. perencanaan kegialan pemberdavaan usaha mikro:

h. pelaksanaan kegiatan pemberdayvaan usaha mikro:

o1 pembagian pclaksanaan lugas pemberdayaan usaha

mikro; dan
d.  pelaksanaan tugas lain vang dibeikan oleh atasan
sesual dengan tugas dan fungsinva.

. Ketentuan Pasal 26 huruf ¢, huraf d dan bhuruf . dirubah,

schingga Pasal 26 berbunvi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Pemberdavaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala

Scksi, mempunval uraian tugas schagai berikut:

a. menvusun  bahan penvusunan Rencana Strategis  dan
Rencana Kerja pada Scksi;

b. menvusunn - bahan pembahas an penvusunan  Rencana
Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
pada Secksi

c menviapkan  data bahan  persnimsan  petunjnk  teknis
kegiatan pemberdavaan usaha mikro melalui pendataan,
kemitraan kemudahan perijinan, penguatan k elembagaan
dan koordinasi deng an para pemangku kepenting an:

d. mengumpulkan, mengolah dan meng analisis data  untuk
penimsan kehilpkan pemberdayaan usaha mikeo melatui
pendataan, kemitraan kemudahan  perijinan, penguatan
kelembagaan dan  koordinasi dengan  para  pemangku
kepentingan;

e. melaksanakan kegiatan  penyusunan petunjuk teknis
kegiatan pemberdovaan nsaha mikro nielalui pendataan,
kemitraan k emudahan perijinan, penguatan kelembagaan
dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan,



19.

h.

pas o

11,

p.

a.

mielaksanak an koordinasi dengan instansi/lembaga lainnva
terkait Penvasnan petunink fek nis | l«':f‘giﬂf;m
pemberdavaan usaha mikro melahii pendataan, kemitraan
kemudahan — perijinan, penguatan Kk clembagaan dan
koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

melaksanak an monitoring  dan  evaluasi  serts pelaporan

keg atan penxisinan petnniulk telkia kewiatnn
pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan
kemudahan  perijinan,  penguatan kelembagaan  dan

koordinasi dengan para pemangku kepenting an,

melak sanak an koordinasi dengan seksi lain:

menyviapkan baban  laperan  akuntabilitas Lineria  pada
seksi,

mengevalilasi  pelaksanaan tugas  dan menginventlarisasi
permasalabian lingkup  tugas  serta mencari  alternatif
pemecahannya;

mempelajart, memahami  dan melaksanakan  peraturan
perundangundangan  vang berkaitan  dengan  bidang
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:
membagi tugas kepada bawahan:

memberi  petunjuk  kepada bawahan  sesual  dengan
pedoman dan ketentuan vang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan;

menvusun laporan pelaksanaan {ugas dan/atau kegiatan
kepada atasan; dan

melaksanak an tugas kedinasan lainnva vang diberikan oleh
atasan.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan avat (2) dirubab, schingga Pasal

27 berbunvi sebag ai berikut ;

(1)

(2)

*asal 27

Seksi Pengembangan dan Promwosi Produk Usaha Mikro
menpunvai tugas pokok merencanak an kegiatan,
melaks anakan, membagi tugas dan mengontroi kegiatan
urusan secksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada avat (1), Seksi Pengembangan dan Promosi Produk
Usaha Mikro mempunvai {ungsi

a.  perencanaan kegiatan Pengembangan dan Promosi

Produk Usaha Mikro:

I». pelaks iamaan kegiatan Pengembangan  dan Proaiosi
Produk Usaha Mikro;
B pembagian pelaksanaan tugas Pengembangan dan

Promosi Produk Usaha Mikro; dan
d. pelaksanaan (ugas lain vang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



20. Ketentuan Pasal 28 huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f

dirnbah, sehingea Pasal 28 berbunvi sehagai herikun ¢

Pasal 28

Seksi Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro dipipin
oleh seotang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas scbagai

berikut:

a. menyusun  bahan  penvusunan  Rencana  Strategis  dan
Rencana Kerja pada Scksi;

b.  menvusun bahan pembahasan penzusunan  Rencana
Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
pada Sck s,

&. menviapk an data bahan perumusan kegratan
pengembangan dan promosi produk usaha mikro dengan
orientasi peningk atan sk ala usaha menjadi usaha kel

d.  mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data k egiatan
pr’ngr}mh;mg:—m dan nromosi produk ueaha mikeo dm'ng;m
orientasi pening k atan sk ala usaha mienjadi usaha k ecil;

&, melaksanakan kegiatan pengenibangan dan promosi produak
usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil,

f melaksanalkan Jeaordinasi dengan instansi/leniyhapa Lo g
terkait kegiatan pengembangan dan promosi produk usaha
mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi
usaha kecil;

g.  melaksanak an k oordinasi dengan sck si lain;

h.  menviankan bahan lapomn  akuntahilitas  kinerin  pada
seksi:

i. mengevaluasi  pelaksanaan  wgas dan  menginventarisasi
permasatahan  lingkup  tugas  serta mencari  alternatil
pemecahannya;

¥ mempeiajand, mceimabami dan  melaksanakan  peraturan
perundang-undangan vang berkaitan dengan  bidang
tugasnya scbagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

k. memberikan saran dan perimbangan teknis kepada atasan;

I. membagi tugas kepada bawahan,

m. memberi petunjuk  kepada bawahan sesuai  dengan
pedoman dan k etentuan yang berlaku;

n. menilai hasil kerja bawahan;

0. menvusun laporan pelaks anaan tugas dan/atau kegiatan
kepadka atasan; dan

p. melaksanak an tugas kedinasan lainnva vang diberik an oleh

atasan.



21. Ketentuan Pasal 29 avat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal
29 berbuinvi sehagai herikot -

Pasal 20

(1) S cksi Pendidikan dan Pelatihan Kewtrausahaan menipunvai
tigas pokok merencanakan kegiatan, nu‘,]:-lksnnnk;n],
membagl wgas dan mengonuol kKeginun unsan seksi.

(2} Untuk melaksanakan tug as pokok sebagaimana dinmaksud
pada aval (1. Sdis Pendidikan  dan Pelatihan
Kewirausahaan mempunyai fungsi:

a. perencanaan  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan
kewirausahaan;

h. pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan
k ewirausahaan:

g, pembagian  pelak sanaan  tugas pendidikan  dan
pelatihan kewirausahaan: dan

d. pelak sanaan  tugas lain vang diberikan oleh atasan

ses uai dengan tigas dan fungsinya.

22, Ketentuan Pasal 30 hurufl e, hurafl d, buruf ¢ dan Furuf T
dirnbah, sehingga Pasal 20 berhinyi sebhagai beriknt:

Pasal 30

Sckst Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dipimpin oleh

seorang Kepala Selesi, mempunvyai uraian tugas sebagai berikni:

a. menvusun  bahan penyusunan Rencana  Strategis  dan
Rencana Kerja pada Seksi,

b.  menvusun bahan pembahasan penvusunan Rencana
Kegiatan Anggaran dan Dokumien Pelaksanaan Anggaran
nada Seksi

C. menyviapkan data  babhan perumusan dan  koordinasi
kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan,

d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis  data
koordinasi kegiatan pendidik an dan pelatihan
kewirausahaan:

e. melaks anakan kegiatan pembinaan dan koordinasi k egiatan
pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;

L melaksanak an monitoring evaluasi serta pelaporan kegiatan

pembinaan  dan  koordinasi  kegiatan  pendidikan  dan
pelatihan kewirausahaan;
g melaksanak an koordinasi dengan seksi lain;

h. menyiapkan bahan laporan akuntabhilitas kinerja pada
seksi;
i mengevaluasi pelaksanaan tugas dan  menginventarisasi

permasalahan  lingkup  fugas  serta meneari allernatif
pemeccahannva;

¥ mempelajari, miemahani dan melaksanak an  peraturan
perundang-undangan  vang  Dberkaitan  dengan  bidang
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,



24,

k. memberikan saran dan pertimbang an teknis kepada atas an:

1. membagi g as kepada hawahan:

m.  memberi  petunjuk  kepada  bawahan  sesuai dengan
pedoman dan ketentuan vang berlaku:

n.  menilai hasil kerja bawahan:

0. menvusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau Legiatan
kepada atasan: dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnva yvang diberik an oleh
atasan.

- Ketentuan Pasal 31 avat (1}, ayat (2) dan ayal (3) dirubah,

schingga Pasal 31 berbunvi sebagai berikat -

Pasal 31

(1) Bidang Data, Fasililasi Pembiayaan dan Peogawasan
dipimipin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas
pokok merencanaikan operasionai, miengeioia,
mengoordinasikan,  mengendalikan, mengevaluasi  dan
melaporkan keglatan  penvajian data, fosilitasi pembiayaan,
pengawasan dan pemeriksaan.

(2)  Untuk melaksanak an tugas pokok .scbagaimana dimaksud
pada avat (1), Bidang Data. Fasilitasi Pembiayaan dan
Pengawasan mempunyai [ungsi:

a. perencanaan kegialan  penvajian  data, fasilitasi
pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan:

h. pelak sanaan  kegiatan  penvajian  data, fasilitasi
pembiavaan, pengawasan dan pemeriksaan;

G, pengendalian,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan
penvajian data, fasilitasi pemibiavaan, pengawasan dan
pemeriksaan; dan

d. npelaksanaan tugas lain vang diberikan Kepala Dinas.
sesual bidang tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menyelengg arakan fugas pokok dan fungsi Bidang
Data, ) asilitasi Pembiavaan dan Pengawasan, membawaht:

a.  Scksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro:
b, Scksi Fasilitasi dan Pembiavaan; dan

. Seksi Pengawasan dan Penieriksaan Koperasi,

ketentuan Pasal 32 huruf a sampai dengan huruf n dirubah,
sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Bidang Dala, Fasilitasi Pembiayaan dan Pengawasan  dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi scbagaimana pada

asal 31, mempunvai uraian fugas sebagai berikut:

a. miengaraghkan dan  mengendalikan  penyusunan  bahan
rencana strategis dan rencana kerja bidang:

. mengarahikan  dan  merumusk an  baban  pembahasan
rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan
ang garan bicdang;
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h.

m.

.

mengarahkan  dan mengendalikan pengkajian bahan
perumnsan . kebiiakan  teknis i birlang  penvaiian data
koperasi dan usaha mikro. fasilitasi pembiavaan, serta
pengawasan dan pemeriksaan k operasi,

mengarabkan dan mengendalikan pengelolaan data potensi
koperasi dan usaha mikro i Kabupaten;

mengarahkan  dan meng endalik-an silitasi pembinwman
koperasi dan usaha mikro wiclalui bank milik kopirasi,
koperasi bank, lembaga k cuangan non bank dan lembaga
k euangan alternatif lainnya dan pengembangan  institusi
pasar, jaring an lembaga keuangan, teknologi tepat vang
memng kinkan  koperasi  dan usaha  mikio  mampu
bers aing; '
nmengarahkan dan mengendalik an  penvusunan kebijak an
teknis  operasional program  dan anggaran  bantuan
perkuatan dan penumbuhan ik lm vang kondusil bagi
pembangiman koperasi dan nsaha mikro:

mengarahkan dan mengendalikan pelak sanaan keria sama
dengan  lembaga dan atau badan  luar negeri  dalam
peningk atan modal koperasi dan usaha mikro:
mengarahkan dan mengendalikan pemberdavaan k operasi
dan usaha mikro dalam penumbuhan ik lim usaha hagi
usaha mikro’ dengan orientasi peningkatan skals usaha
menjadi usaha  kecil di  tingkat  kabupaten  meliputi
pendanaan/ penvediaan sumber dana, tata cama dan svarat
pemenuhan kebutuhan dana:

mengarahkan dan mengendalikcan pelaksanaan penveriaan
modal pada koperasi dan usaha mikro;

mengarahkan dan mengendalikan pengembangan  sistem
informasi di bidang koperasi dan usaha mikro:
mengarahkan dan mengendalikan pembinaan pengelolaan
sistem informasi administrasi di bidang koperasi dan usaha
mikro;

mengarahk an dan mengendalikan penvediaan sarana dan
prasarana jaringan komunikasi data di bidang koperasi dan
usaha mikro;

mengarahkan  dan meng endalikan peng awasan dan
pemeriksaan terhadap pelak sanaan kebijak an
pembentukan, penggabungan, dan  peleburan,  serta
penibubaran koperasi;

mengarahk an dan  mengendalikan  pengawasan  dan
pemeriksaan ierhadap pelaksanaan kehijakan
pembentukan, penggabungan, dan  peleburan,  serta
pembubaran KSP/USP Koperasi;

nmengoordinasikan dan mengendalikan penvusunan bahan
laporan akuntabilitas kinerja bidang;

meng oardinas ikan dan meng endalikan penvusunan bahan
Laporan Penvelenggaraan Pemierintahan Daerah fahunan
dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang,
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mengoordinasikan dan mengendalik an penvusunan bahan
Laporan  Keterangan Pertzngonnginwaban Bunati  akhir
tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada
Bidan_o:

mempelajari, memahammi dan  melaksanakan peratuan
perundangundangan terkait pelak sanaan tugas:
memberilkean saran dan perimbang an teknis  pelak sanaan
tugas kepada atasiin:

membagi tegas dan mendelegasikan  kewenangan kepada
bawahan;

membimbing atau memberikarn petunjuk kepada bawahan
herdasarkan pembagian tugas:

mienilai hasil kerja bawahan;

melaporkan hasil pelaks anaan tugas dan/atau k egiatan
Kepada atasan; dan

melaksanak an tugas kedinasan lainnya vang diberik an oleh
atasan.

25. Ketentuan Pasal 33 avat (1) dan ayat {2) dirubal, schingga Pasal
33 berbumyi sebagai berikut:

(1}

(2)

Pasal 33

Scksi Data dan Ilormasi Koperasi dan  Usaha Mikro
mempunvai tugas polkolk merencanakan lkegiatan,
metaksanak an, membagi ugas dan mengontrol urusan
scksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebag aimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha
Mikro mempunyai fung si:

a. perencanaan kegiatan penvajian data dan informasi
koperasi dan usaha mikro;

bh. pelaksanaan kegiatan penvajian data dan informasi
lk operasi dan usaha mikro;

B pembagian pelaksanaan tugas penvajian data  dan
informmasi koperasi dan usaha mikro; dan

¢} nelaks anaan tiras lain vaneg diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 34 hurul ¢ sampai dengan huruf j, dirubah,

schingga Pasal 34 herbunvi schagai bervikut :

asal 3

Scksi Data dan Informiasi Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin
nleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian mgas sebagai

herilout:

a.

menyusun  bahan penyusunan Rencana  Strale gis  dan
Rencana Kerja pada Sck si;



b.
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mensusun - bahan  pemibahasan  penyusunan  Rencana
I(Pgi:-i_t:an r\,ng‘r_:’n‘;';aln dan Doluamen Prlgksanaan Angoaran
pada Sek st

menganalisa data dan informasi  vang  berk aitan
penyelenggaraan wrusan koperasi dan usaha  mik ro;

melak sanak an keegiaten pengelolaan data potensi koperasi
dan nsahin milorn di Iabninaten:

melaksanakan kegintan pencatatan dan pendokumentiasian
koperasi dan usaha mikro:

menyiapkan  bahan  pelaksanaan pengembangan  sistem
informasi di bidang koperasi dan usaha nikro;

menyiapkan bahan  peiaic sanaan  pembinaan  pengeloiaan
sistem informasi administrasi di bidang koperasi dan us aha
miikro;

melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan  informasi
admnistrasi di bidang koperasi dan usaha mikro;

melak sanak an  pengembangan  jaringan  k omunikasi  data
bagi koperasi dan usaha mikro;

melak sanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana

jaringan komunikasi data di bidang koperasi dan usaha

nikro;
menyiapkan baban format pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan  data  dan  informasi  sebagai bahan
pengambilan keputusan;

melaksanakan koordinasi dengan scksi lain;

menviapkan bshan laperan slountabilitas  kinerja pada
seksi;

meng evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permias alahan  lingkup  tugas  serta mencari  alternatil
pemecahannva;

mempelajari, memahami  dan  melak sanakan  peraturan
perundang-undangan vang berkaitan dengan  bidang
tugasnyva schagai pedoman dalam pelaksanaan iugas:
memberikan saran dan pectimbangan teknis kepada atasan;
membagi tugas kepada bawahan;

memberi petunjuk  kepada bawahan  sesuai  dengan
pedoman dan ketentuan vang berlaku:

menilai hasil kerja bawahan;

menvusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau k egistan
kepada atnsan; dan

melaksanak an tugas kedinasan lainnyva vang diberik an oleh

atasan.

. Ketentuan Pasal 36 hunl ¢ sampai dengan j, dirubah, schingga

Pasal 36 berbimyi sebagai herik

asal 36

Scksi I'asilitasi dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala
Sek si, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



b.

d.

1Tl

menyusun  bahan penyusunan Rencana Strategis  dan
Rencana Kerja pada Seksie

menyusun  bahan  pembahasan  penyusunan  Rencana
Kegiatan Anggaran dan Dokumien Pelaksanaan Angearan
pada S clksi;

menghimpun dan menvusun bahan laporan akuntabilitas
kineria bidang urnsan fasilitasi penthiavaan konerasi dan
usaha mik ro; ‘

menganalisa data dan informasi yang berk aitan fasilitasi
pembiavaan k operasi dan usaha mikro:

mengelola  dan menganalisa  berkaitan  dengan  urusan
fasibtasi pemhiavaan koperasi dan usaha nilkro:

menganalis a mengenai leknis alokasi fasilitas pembiavaan,
koperasi dan usaha mikeo melalui bank milik koperasi,
koperasi bank, lembaga Lk enangan non bank dan lembaga
keunang an  alternatif' lainnya dan pengembangan instilusi
pasar, janingan lembaga keuangan. feknologi tepat vang
memungkinkan  koperasi  dan  usaha mikro  mampu
bersaing,

miclaksanakan  pengumpulan bahan untuk  penvusunan
kebijakan  teknis  operasional  program  dan  anggaran
bantuan perkmatan dan penvmbnhan iklim vane kooednsil
bagi pembangunan koperasi dan usaha mikro;

mienviapkan bahan untuk pelaksanaan kerja sama dengan
lembaga dan atau badan luar negeri dalam peningk atan
modal koperasi dan usaha mikro;

nwemisun  bahan-hahan  dalam  rangka  pemberdazaan
koperasi dan usaha mikro dalam penumbuhan ikliim usaha
bagi pengembangan  usaha mikro  dengan  orientasi
peningkatan skala usaha menjadi usaha  kecil di tingkat
kabupaten meliputi pendanaan/ penyediaan sumber dana,
{ala cara dan svaral pemenuvhan k-ebutuhan dana:

menviapk an bahan-bahan untuk pelaksanaan penvertaan
modal pada koperasi dan usaha mikro;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menviapkan bahan laporan ak unlabilitas  kinerja  pada
sekat

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mepginventarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari  alternatif
peculecahannya;

mempelajari, memahami  dan  melaksanakan  peraturan
perundang-nndangan  vang  berkaitan  dengan  bidang
tugasnva sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:
membagi tugas kepada bawzhan;

memberi  petunjuk  kepada bawahan sesuai dengan
pedoman dan iketemnuan vang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan;

menvusun laporan pelaksanaan iugas dan/alau kegiatan
kepada atasan; dan



t.

melaksanakan tugas k edinasan lainnya vang diberikan olel
Atasan

28. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan avat (2) dirubah, schingga Pasal
37 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2}

Pasal 27

Scksi Pengawasan dan Pemcriksaan Koperasi MCMPUrtvai
tugas pokok mereicanakan  kegiatan,  melaksanak an,
membagi tugas dan mengontrol k egiatan wrusan sek si
Untuk melaks anakan tugas pokok sehagaimana diniaksad
pada ayat {1}, Scksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
menpunyvai fungsi:

o, perencanaan kegialan pengawasan dan pemeriksaan

koperasi dan KSP/USP Koperasi;

h. pelaksanann kegwian peng awasan  dan  pemeriksaan
koperasi dan KSP/USP Koperasi;
. pembagian  pelaksanaan tugas  pengawasan  dan

pemerik saan k opwrasi dan KSP/USP Koperasi; dan
d.  pelak sanaan tgas lain yang diberik an oleh atasan

seqiai dengan tupas dan g sinva,

29. Ketentuan Pasal 38 huruf ¢ sanipai dengan huruf h, dan huruf |,

hurul o dan haral p dirubah serta huruf m dan huruf n dihapus,
sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  dipunpin oleh
seorang Kepala S eksi, mempunyat uraian hig as sehagai beriknt

a.

d.

menyusun  babhan  penyusunan  Rencana  Strategis  dan
Rencana Kerja pada Seksi;

menyusun  hahan  pembahasan  penvusunan  Rencana
Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
nada Seksi:

melaksanak an  pengawasan dan  pemeriksaan  terhadap
pelaksanaan k cbijuk an pemibentukan, penggabungan, dan
peleburan, serta pembubaran koperasi;

melaksanakan pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap
kegiatan  fasilitasi  prlaksanaan  pengesahan  penrbatan
Anggaran Dasar  vang menyangkut  penggabungan,
pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam
wilayah kabupaten, pembubaran  koperasi  di  tingkat
kabupaten sesuai deng an pedoman pemerintah di tingkal
kampaten serta pembinaan dan pengawasan KSP dan sy
koperasi di tingkal kabupaten:



mclaksanakan  pengawasan  dan  pemeriksaan terhadap
pelaksanaan kebijakan teknis alok asi fsilitoas nembizyvan
koperasi melalui bank milik koperasi, koperasi bank.
lembaga keuangan non bank  dan lembaga  keuangan
alternatif  lainnya, dan pengembangan  institusi  pasar,
jaringan  lembagn keuangan,  teknologi  tepat VAnug
menungkink an koperasi mampn hersaing;

miclaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja
sama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam
peng embang an koperasi;

melaksanakan  pengawasan  dan pemeriksaan  atas
pelakisanmn kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi
Penciptaan usaha simipan pinjam yang sehat  di tingkal
kabupaten sesuai dengan kebijakan penterintah, bimbingan
dan  peoyunluhan  koperasi  dalam pemibuatan Iaporan
tahunan KSP  dan  USP  dalam  wilavah kabupaten,
Pembinaan  KSP dan I8P dalam  wilavah  kahipaten
fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penvelesaian akibat
pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten serta
pemberian sank si administratif kepada KSP dan USP dalam
wilayah kabupaten vang tidak melak sanak an kewajibannva;
melakisanakan  pengawasan  dan pemeriksaan atas
pelaksanaan kebijak an  teknis operasional program dan
anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim vang
kondusif bagi pembangunan koperast;

melaksanakan pemantauan  penerapan  perjanjian - atau
}j‘lf’!‘QPll_I:'_il'['fl_l] internasionngl vang telah disyablzan atas namn
negara di bidang koperasi;

miclaksanakan bimbingan koperasi di bidang k clembag aan,
produksi, pembiavaan, pemasaran dan jaringan usaha serta
pengembangan stimber daya mantis ia, program
pengembangan iaringan sistem informasi koperasi;
nielaksanakan bunbingan pedoman akuntansi koperasi;
melaksanakan pengawasan  dan pemeriksaan  terhadap
k egiatan perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan
kepada koperasi antara fain pencadangan lokasi usaha,
bidane usaha, nengadaan baranpg dan jasa, pemborengan
baring pemerintal;

dihapus;

dihapus;

melaksanak an pengawasan, pemeriksaan, monitoring, dan
evalnasi  unava  penvelengg araan dan pemberdavaan
koperasi dalam wilayah kabupaten;

melaksanakan  pengawasan  dan pemeriksaan  atas
pelaksanaan  penyvertaan  modal  pada koperasi dan
pelaksanaan sistem distribusi bagi k operasi;

melaksanakan koordinasi deng an seksi lain;

menyiapkan  bahan  laporan akuntabilitas  kinerja  pada
sekst



mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannva;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan vang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

memhagi tugas kepada bawahan;

memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan vang berlaku;

menilai hasil keja bawahan;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnyva vang diberikan oleh atasan.

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Desember 2018

Plt.BUPATI BEKASI
ttd

H.EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Desember 2018

/(\SEKRETARIS DAERéL ?‘éUF’ATEN BEKASI?
i,
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